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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN 

LEMBAGA NEGARA DAN PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan 

keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara 

berkewajiban melaksanakan pelindungan dan 

penyelamatan arsip lembaga negara dan perangkat 

daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan; 

b. bahwa guna menunjang dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan pada lembaga negara dan perangkat daerah, 

perlu dilaksanakan penyelamatan arsip statis sebagai 

memori kolektif dan identitas bangsa di masa mendatang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang 

Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran 

Lembaga Negara dan Perangkat Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Arsip Nasional Republik Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PENYELAMATAN ARSIP 

PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA 

DAN PERANGKAT DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelamatan Arsip adalah tindakan atau langkahlangkah 

penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis 

dalam rangka penyelamatan arsip statis pada lembaga 

negara dan satuan kerja pemerintah daerah sejak 

penggabungan atau pembubaran ditetapkan. 

2. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan 

cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, 

legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

4. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut 

ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga 
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pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas 

negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota 

negara. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

7. Lembaga Kearsipan Daerah adalah satuan kerj a Perangkat 

Daerah pada pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung 

jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan 

kearsipan. 

 

Pasal 2 

(1) Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran 

Lembaga Negara dan Perangkat Daerah dilaksanakan 

sejak Penggabungan atau Pembubaran ditetapkan. 

(2) Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Lembaga Kearsipan sesuai dengan 

kewenangannya. Lembaga Kearsipan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memuat unsur: 

a. unit yang membawahi fungsi di bidang akuisisi; 

b. unit yang membawahi fungsi di bidang pengolahan; 

c. unit yang membawahi fungsi di bidang preservasi; dan 

d. unit yang membawahi fungsi di bidang layanan dan 

pemanfaatan arsip statis. 
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BAB II 

TIM PENYELAMATAN ARSIP 

 

Pasal 3 

Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran 

Lembaga Negara dan Perangkat Daerah dilaksanakan 

dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip. 

 

Pasal 4 

(1) Tim Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 terdiri dari: 

a. Tim Penyelamatan Arsip pada Lembaga Negara; 

b. Tim Penyelamatan Arsip pada Perangkat Daerah; 

(2) Tim Penyelamatan Arsip pada Lembaga Negara paling 

kurang memuat unsur: 

a. ANRI; 

b. Lembaga Negara yang digabung atau dibubarkan; 

c. Lembaga Negara yang menerima pelimpahan tugas dan 

fungsi; 

d. kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan 

dan aparatur negara. 

(3) Tim Penyelamatan Arsip pada Perangkat Daerah paling 

kurang memuat unsur: 

a. Lembaga Kearsipan Daerah; 

b. Perangkat Daerah yang digabung atau dibubarkan; 

c. Perangkat Daerah yang menerima pelimpahan tugas 

dan fungsi; 

d. Sekretariat Daerah. 

 

BAB III 

PENGGABUNGAN LEMBAGA NEGARA DAN PERANGKAT DAERAH 

 

Pasal 5 

Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta 

dari hasil kegiatan Lembaga Negara atau Perangkat Daerah 

pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab 

Lembaga Negara atau Perangkat Daerah yang digabung. 
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Pasal 6 

Penyelamatan Arsip Penggabungan Lembaga Negara dan 

Perangkat Daerah terhadap arsip statis dilaksanakan oleh Tim 

Penyelamatan Arsip. 

 

BAB IV 

PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA DAN PERANGKAT DAERAH 

 

Pasal 7 

Seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan Lembaga 

Negara dan Perangkat Daerah pada saat penetapan 

pembubaran menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan 

sesuai kewenangannya. 

 

Pasal 8 

Penyelamatan Arsip Pembubaran Lembaga Negara dan 

Perangkat Daerah diutamakan terhadap arsip vital, arsip 

terjaga dan arsip statis. 

 

BAB V 

TAHAPAN PENYELAMATAN ARSIP 

 

Pasal 9 

Penyelamatan arsip Lembaga Negara dan Perangkat Daerah 

yang digabung atau dibubarkan dilaksanakan melalui 

tahapan: 

a. pendataan dan identifikasi arsip; 

b. penataan dan pendaftaran arsip; 

c. verifikasi/penilaian arsip; 

d. penyerahan arsip statis; dan 

e. pemusnahan arsip. 

 

Pasal 10 

(1) Pendataan dan identifikasi arsip sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan menggunakan 

Jadwal Retensi Arsip. 
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